
 

 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

PT. Asuransi Kesehatan Indonesia atau juga dikenal dengan nama PT. Askes 

Indonesia (Persero) adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 

ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan 

pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan 

TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan 

Usaha lainnya. 

PT. Askes (Persero) mempunyai dasar penyelenggaraan sebagai Badan 

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan yang mengacu pada: 

a.   UUD 1945 

b.   UU No. 23/1992 tentang Kesehatan 

c.   UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

d.  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 

56/MENKES/SK/I/2005,  

Selain itu pula PT. Askes (Persero) mempunyai prinsip penyelenggaraan dalam 

pelayanan kesehatan yang mengacu pada :  

a. Diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan azas gotong 

royong sehingga terjadi subsidi silang. 

http://id.wikipedia.org/wiki/BUMN
http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_kesehatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_kesehatan
http://id.wikipedia.org/wiki/TNI
http://id.wikipedia.org/wiki/Polri
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b. Mengacu pada prinsip asuransi kesehatan sosial. 

c. Pelayanan kesehatan dengan prinsip managed care dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang. 

d. Program diselenggarakan dengan prinsip nirlaba. 

e. Menjamin adanya protabilitas dan ekuitas dalam pelayanan kepada peserta. 

f. Adanya akuntabilitas dan transparansi yang terjamin dengan mengutamakan 

prinsip kehati-hatian, efisiensi dan efektifitas. 

PT. Askes (Asuransi Kesehatan) mempunyai tujuan adalah Turut melaksanakan 

dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan 

pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang asuransi sosial 

melalui penyelenggaraan asuransi/jaminan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, 

penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya, dan 

masyarakat lainnya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk 

menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, guna 

meningkatkan nilai manfaat bagi peserta dan nilai Perseroan dengan menerapkan 

prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.  

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat 

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :  

1.   Menyelenggarakan asuransi kesehatan yang bersifat menyeluruh 

(komprehensif) bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan 

Perintis Kemerdekanaan beserta Keluarganya.    
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2.   Menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi Pegawai dan Penerima Pensiun 

Badan Usaha dan Badan lainnya.  

3.   Menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang telah membayar 

iuran atau iurannya dibayar  oleh pemerintah sesuai dengan prinsip 

penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.  

4.   Melakukan kegiatan investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

A. Hubungan Hukum dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 

 

Hubungan hukum adalah perikatan yang lahir akibat peristiwa hukum. Peristiwa 

hukum terjadi karena undang-undang dan perjanjian. Hubungan hukum pelayanan 

kesehatan diatur dalam berbagai aturan hukum kesehatan berupa undang-undang 

dan peraturan pelaksanaannya serta diatur berdasarkan perjanjian kerjasama 

pelayanan kesehatan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dan Badan 

Penyelenggara pelayanan kesehatan. Isi hubungan hukum yang dimaksud dalam 

perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan adalah hak dan kewajiban yang dibuat 

oleh para pihak, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Hak 

adalah kewenangan yang ada pada seseorang untuk berbuat atas sesuatu yang 

menjadi obyek dari haknya itu terhadap orang lain. Sedangkan kewajiban adalah 

keharusan untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan hukum. 

 

Pihak Pertama dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagai Badan 

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan adalah PT. Askes (Persero) dan Pihak Kedua 
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sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan antara lain adalah Rumah Sakit, Dokter 

Keluarga, Optik, dan Pelayanan Unit Transfusi Darah.  

Pelaksanaan pelayanan kesehatan wajib dilaksanakan sesuai dengan perjanjian 

kerjasama yang telah disepakati antara pihak pertama sebagai PT. Askes (Persero) 

Cabang Bandar Lampung dan pihak kedua sebagai pemberi pelayanan kesehatan 

berdasarkan hukum yang berlaku, adapun hal tersebut adalah : 

1. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138/MENKES /PB/II/2009 Nomor 

12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta 

PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai 

Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah. 

2. Perjanjian Kerja Sama PT. Askes (Persero) Cabang Bandar Lampung dengan 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung 

Tentang Pelayanan Obat Bagi Peserta Askes Sosial PT. Askes (Persero) 

Nomor : 095/PKS/08.01/0510. 

3. Perjanjian Kerja Sama PT. Askes (Persero) Cabang Bandar Lampung dengan 

BP Klinik Dokter Keluarga Pasar Tugu Tentang Pelayanan Rawat Jalan 

Tingkat Pertama Bagi Peserta PT. Askes (Persero). 

4. Kesepakatan Bersama Antara PT. Askes (Persero) Cabang Bandar Lampung 

dengan Optik Modern Bandar Lampung Tentang Pelayanan Kacamata Bagi 

Peserta Askes Sosial PT. Askes (Persero). 
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5. Perjanjian Kerja Sama PT. Askes (Persero) Cabang Bandar Lampung dengan 

Pelayanan Unit Transfusi Darah (PUTD) PMI Cabang Bandar Lampung 

Tentang Pelayanan Darah Bagi Peserta Askes Sosial PT. Askes (Persero). 

6. Kesepakatan Bersama Antara PT. Askes (Persero) Cabang Bandar Lampung 

dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Bandar Lampung tentang Pelayanan 

Kesehatan Bagi Peserta Askes Sosial PT. Askes (Persero). 

1.  Hubungan Hukum Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Dr. H. Abdoel Moeloek Bandar Lampung 

 

 

Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit milik Daerah, yang berlokasi di 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau menjalin kerjasam dengan PT. Askes 

(Persero), yaitu Rumah Sakit Umum Kelas A, Kelas B, Kelas C dan Kelas D, 

serta Rumah Sakit Khusus Kelas A dan Kelas B. 

 

Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdoel Moeloek Bandar Lampung salah satu 

Rumah Sakit Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Askes 

dan anggota keluarganya. Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Bersama Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia bahwa yang disebutkan Peserta Askes dan Anggota 

Keluarganya adalah Istri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak 

angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pelayanan kesehatan adalah Pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan oleh PPK 

terhadap Peserta Askes yang berkaitan dengan medis. Pelaksanaan perjanjian 

kerjasama pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan setelah prosedur perjanjian 

terpenuhi dan kedua pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama secara 
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tertulis maka perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dalam perjanjian kerja sama 

pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak pemberi 

pelayanan kesehatan terhadap peserta askes harus sesuai dengan apa yang telah 

disepakati bersama antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan PT. Askes 

(Persero).  

 

Menurut ketentuan Perjanjian Kerjasama PT. Askes (Persero) Cabang Bandar 

Lampung dengan Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek Propinsi Lampung, Pasal 

3 bahwa ruang lingkup penyediaan dan pelayanan obat bagi peserta yang wajib 

dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pihak Kedua dalam perjanjian ini adalah meliputi 

Penyediaan dan Pelayanan Obat bagi peserta yang memiliki kartu askes yang 

masih berlaku, sesuai dengan kebutuhan medis dan berpedoman pada Daftar dan 

Plafon Harga Obat (DPHO) dan Daftar dan Plafon Harga Obat Tambahan 

(DPHOT) yang berlaku. 

 

Menurut ketentuan Perjanjian Kerjasama PT. Askes (Persero) Cabang Bandar 

Lampung dengan Rumah Sakit Daerah Umum H. Abdoel Moeloek Bandar 

Lampung, Pasal 1 angka (1c dan d) bahwa Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) 

adalah daftar obat dengan nama generik dan atau nama lain yang diberikan bagi 

peserta Askes Sosial yang ditetapkan oleh Keputusan Direksi PT. Askes (Persero) 

dan Daftar dan Plafon Harga Obat Tambahan adalah Daftar dan plafon harga obat 

tambahan bagi peserta Askes Sosial yang ditetapkan oleh Keputusan Direksi PT. 

Askes (Persero). 

 

Menurut Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138/MENKES /PB/II/2009 Nomor 12 
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Tahun 2009 Tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes 

(Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat 

dan Rumah Sakit Daerah, Pasal 2 angka (1) bahwa Jenis pelayanan kesehatan bagi 

peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya meliputi : 

1) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 

2) Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan; 

3) Pelayanan Persalinan; 

4) Pelayanan ESWL, CT Scan, MRI, Transplantasi Organ, dan Pelayanan Darah; 

5) Pelayanan Jantung; 

6) Pelayanan kedokteran Forensik dan 

7) Pelayanan Suplemen. 

Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah termasuk Pelayanan Kesehatan Tingkat 

Lanjutan, dalam Keputusan Bersama dijelaskan bahwa Rumah Sakit Daerah 

diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada peserta 

Askes yang meliputi : 

1) Rawat Jalan Tingkat Lanjutan  

 a) Paket Pemeriksaan (Paket I), mencakup pemeriksaan medis 

spesialistik/sub spesialistik, pemberian konsulatsi medis dan penyuluhan 

kesehatan; 

 b) Paket Penunjang Diagnostik (Paket II) dan Penunjang Diagnostik Luar 

Paket; 

c) Tindakan medis : Paket Tindakan Medis (Paket III) dan Tindakan Medis 

Non Operatif; 
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 d) Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama 

masa perawatan; 

 e) Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga 

Obat (DPHO); 

   f) Pemberian surat rujukan; 

 g)  Konsultasi psikologi. 

 

2). Paket Pelayanan Satu Hari (One Day Care) 

  Paket Pelayanan Satu Hari (One Day Care) termasuk jenis pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah, yang terdiri dari : 

a) Perawatan dan akomodasi setelah 6 (enam) jam sampai 24 (dua puluh 

empat) jam tanpa menginap; 

  b) Observasi; 

  c) Konsulatsi. 

 

Apabila berdasarkan indikasi medis diperlukan pelayanan lain, dapat diberikan 

pelayanan kesehatan lainnya, yang termasuk pelayanannya adalah : 

a)   Paket Penunjang Diagnostik (PaketII) dan Penunjang Diagnostik Luar Paket; 

b)   Paket Tindakan Medis (Paket III); 

c)  Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama 

masa perawatan; 

d) Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat 

(DPHO). 

 

3) Rawat Inap Tingkat Lanjutan di Ruang Perawatan Biasa yang terdiri dari : 

 a)  Pelayanan Paket Rawat  Inap; 
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 b) Penunjang diagnostik, Paket pemeriksaan radiodiagnostik (paket IIB), 

paket pemeriksaan elektromedik (paket IIc) dan penunjang diagnostik luar 

paket; 

 c)  Tindakan Medis : Paket tindakan medis, tindakan medis operatif dan non 

operatif; 

 d) Pelayanan Obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon harga 

Obat  (DPHO); 

 e) Pemberian surat rujukan. 

 

4) Rawat Inap Tingkat Lanjutan di Ruang Khusus  yang terdiri dari : 

      a) Pelayanan Paket Rawat Inap perawatan ICU/NICU/PICU/ICCU/dan HCU; 

b) Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (Paket IIB), Paket Pemeriksaan 

Elektromedik (Paket IIc) dan Penunjang Diagnostik Luar Paket; 

 c)  Tindakan medis operatif dan non operatif; 

d) Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan daftar plafon dan harga obat 

(DPHO); 

 e) Pemberian surat rujukan. 

 

5) Pelayanan Penunjang Diagnostik 

 Pelayanan ini dapat diberikan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, 

Paket Pelayanan Satu Hari (One Day Care), Pelayanan Rawat Inap Tingkat 

Lanjutan, yang terdiri dari Pelayanan Paket Pemeriksaan Laboratorium (Paket 

IIA, Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (Paket IIB) dan Paket Pemeriksaan 

Elektromedik (Paket IIC) dan Pelayanan konsultasi. Selain itu juga pihak 
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pemberi pelayanan kesehatan Rumah Sakit memberikan pelayanan Penunjang 

Diagnostik Luar Paket. 

 

6) Tindakan Medis  

Jenis pelayanan yang diberikan dalam tindakan medis (P III) dapat dilakukan 

pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Paket Pelayanan Satu Hari 

(One Day Care), Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang terdiri dari 

Paket IIIA, Paket IIIB, dan Paket IIIC yang dilakukan dengan tindakan 

anesthesia lokal diruang perawatan biasa dan unti gawat darurat. sedangkan 

Tindakan Medis Operatif dilakukan di Kamar Operasi pada Pelayanan Rawat 

Inap Tingkat Lanjutan dan dilakukan dengan anestesi umum atau lumbal. 

 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, maka Rumah 

Sakit Daerah mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut : 

1) Melaksanakan pola tarip pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan terhadap peserta asuransi 

kesehatan dengan sebaik-baiknya. 

2) Memberikan pelayanan kepada peserta Askes baik berupa pemeriksaan, 

pengobatan, rujukan dan pelayanan adminstrasi maupun pemberian fasilitas 

berupa obat-obatan. 

3) Setiap bulan Kepala Rumah Sakit Daerah wajib menyampaikan laporan 

realisasi pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama Kepada Direksi PT. Askes 

(Persero). 

4) Rumah Sakit pada akhir semester wajib mengajukan usulan anggaran kepada 

Kepala Kantor Cabang PT. Askes (Persero). 
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Dengan adanya kewajiban-kewajiban diatas, maka Rumah Sakit Daerah 

mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya tersebut. Dengan 

ditetapkannya tarif untuk pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama tersebut 

menjadi jelas bagi pelaksanaan pelayanan maupun peserta Askes akan besarnya 

dana yang dikeluarkan oleh PT. Askes untuk melayani kesehatan peserta dan 

anggota keluarganya.  

 

Hak dan kewajiban para pihak tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Perjanjian 

Kerjasama PT. Askes (Persero) Cabang Bandar Lampung dengan Rumah Sakit 

Umum Abdoel Moeloek Propinsi Lampung, adapun hal tersebut adalah : 

 

1). Hak dan kewajiban Pihak Pertama  

a). Tanpa mengesampingkan hak Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam pasal-

pasal lain dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak untuk : 

1). Melakukan Pemantauan atas ketersediaan obat DPHO dan DPHOT pada 

Pihak Kedua 

2). Meminjam dan melihat resep asli Peserta, apabila diperlukan. 

3). Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada Pihak Kedua 

dalam Pihak Pertama menemukan terjadinya penyimpangan terhadap 

pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua dalam perjanjian ini. 

b). Tanpa mengesampingkan kewajiban Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam 

pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka Pihak pertama berkewajiban untuk : 

 1). Menyediakan dan memberikan kepada Pihak Kedua, buku DPHO  

2). Menginstal program komputer, pelayanan obat yang berlaku di PT. Askes 

(Persero), pada komputer Pihak Kedua. 
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3).  Membayar tagihan atas pelayanan obat yang telah diberikan oleh Pihak 

Kedua kepada peserta, sesuai dengan tagihan yang diajukan Pihak Kedua 

kepada Pihak Pertama, sepanjang memenuhi ketentuan dan produser yang 

telah disepakati para pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. 

 

2).  Hak dan Kewajiban Pihak Kedua 

 

a). Tanpa mengesampingkan hak Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam pasal-

pasal lai dalam perjanjian ini, maka Pihak Kedua berhak untuk : 

1). Menerima pembayaran Pihak Pertama atas pelayanaan obat yang telah 

diperoleh diberikan oleh Pihak Kedua kepada peserta; 

2). Memperoleh buku DPHO dan DPHOT yang berlaku dari Pihak Pertama; 

b). Tanpa mengesampingkan kewajiban Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam 

pasal-pasal lain dari perjanjian ini, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk  

1). Menjamin ketersediaan dan kecukupan obat DPHO, kecuali dalam keadaan 

kosong yang dinyatakan secara tertulis oleh PBF/Distributor dan tidak 

dibenarkan memberikan bon gantung, menyuruh pasien untuk membeli 

obat diluar Apotik yang ditunjuk atau menyampaikan kepada pasien 

bahwa obat kosong. 

2). Apabila obat DPHO terjadi kekosongan, agar dilakukan upaya-upaya 

sebagai berikut: 

a). Pihak Kedua wajib menyediakan/mengganti obat tersebut dengan obat 

lain/generik yang sama dengan obat yang tertulis oleh Dokter dan 

mengkonsumsikan terlebih dahulu penggantian tersebut dengan 

pasien/dokter. 
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b). Pihak Kedua segera melaporkan kekosongan obat tersebut ke Pihak 

Pertama 

c). Sehubungan dengan butir 1). di atas agar kedua belah pihak 

mengkonsumsikan baik formal/informal dengan Dokter tentang 

kekosongan obat tersebut. 

3). Melayani peserta dengan baik sesuai dengan standar dan produser 

penyediaan dan pelayanan obat bagi peserta yang ditetapkan oleh PT. 

Askes (Persero) dan standar pelayaanan instansi farmasi RSUD Dr. Hi. 

Abdoel Moeloek sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-

undangan yang berlaku bagi instalansi farmasi. 

4). Memberikan obat-obatan kepada peserta berdasarkan resep obat yang 

diterima dengan tetap berpedoman kepada DPHO dan DPHOT yang 

berlaku. 

5). Menyediakan komputer yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan 

oleh Pihak Pertama untuk kebutuhan penginstalan program komputer 

penyediaan dan pelayananan obat bagi peserta yang berlaku di PT. Askes 

(Persero). 

 

Perjanjian kerja sama yang dilakukan PT. Askes (Persero) dan Pemberi Pelayanan 

Kesehatan telah mencantumkan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang wajib 

diberikan terhadap peserta Askes. Apabila yang disepakati bersama tidak 

melakukan kewajibannya atau melanggar ketentuan mengenai perjanjian tertulis 

ini dan tetap tidak menerima teguran baik lisan maupun tertulis sebanyak 3 (tiga ) 

kali dengan tenggang waktu minimal (10) sepulu hari, secara seketika pada 

tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan. 
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Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan 

diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah oleh Para Pihak. Apabila 

musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka Para Pihak dapat melakukan 

meyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan. 

 

2.  Hubungan Hukum Pelayanan Kesehatan di BP Klinik Dokter Keluarga 

Pasar Tugu 

 

 

Menurut Perjanjian Kerjasama PT. Askes (Persero) Cabang Bandar Lampung 

dengan BP Dokter Keluarga dalam Pasal 1 bahwa pengertian, “Dokter Keluarga 

adalah dokter dengan praktek umum perorangan atau berkelompok atau Klinik 24 

jam dan atau Puskesmas khusus maupun BP instansi yang ditunjuk oleh PT. 

Askes untuk melayani peserta Askes sesuai dengan konsep pelayanan Dokter 

Keluarga”. Dokter Keluarga yang ditunjuk PT. Askes dalam pelayanan kesehatan 

adalah salah satunya BP Dokter Keluarga Pasar Tugu. 

 

Adapun dalam Perjanjian kerjasama yang telah disepakati ruang lingkup 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter Keluarga adalah : 

a. Penyuluhan Kesehatan 

b. Pemeriksaan dan Pengobatan  

c. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui dan anak 

d. Imunisasi dasar bagi bayi sesuai program pemerintah 

e. Tindakan medis ringan dan hasil 

f. Pengobatan 

g. Memberikan rujukan poliklinik spesialis rumah sakit Pemerintah berdasarkan 

indikasi medis 



 

 

47 

h. Menerima rujukan balik dari Dokter Spesialis Rumah Sakit Pemerintah dan 

melanjutkan pengobatan atas dasar diagnosa dan anjuran dari dokter spesialis. 

 

Peserta Askes akan mendapat pelayanan kesehatan dari Dokter Keluarga yang 

lebih ditekankan kepada pelayanan promotif dan preventif, selain pengobatan 

terhadap penyakit yang dideritanya. Untuk penyakit kronis Peserta dapat dirujuk 

ke Rumah Sakit dengan meminta rujuk balik dari Rumah sakit yang untuk 

pengobatan selanjutnya dapat dieruskan di Dokter Keluarga dengan mengacu obat 

sesuai rujuk balik, dan pengambilan obat di klinik keluarga tersebut. 

 

Hubungan hukum yang terjadi dalam pelayanan kesehatan adanya hak dan 

kewajiban yang timbul dalam perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama telah 

disepakati dalam Pasal 4 dan 5 terdapat Hak dan Kewajiban Para Pihak, bahwa : 

 

a. Hak dan kewajiban Pihak Pertama  

1). Tanpa mengesampingkan hak Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam pasal-

pasal lain dari perjanjian ini,maka Pihak Pertama berhak untuk : 

a). Melakukan penilaian atas pelayanan kesehatana yang diberikan Pihak 

Kedua, mendapat data dan informasi antara lain tentang fasilitas Pihak 

Kedua, kunjungan peserta dan tingkat kepuasan peserta; 

b). Memelihara kartu status dan bukti pelayanan beserta, apabila diperlukan; 

c). Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada Pihak Kedua 

dalam hal Pihak Pertama menemuka terjadinya penyimpangan terhadap 

pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua dalam perjanjian ini; 
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d). Meninjau kembali Perjanjian ini apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) 

kali tidak mendapat tanggapan dari Pihak Kedua, sebagaimana diatur 

dalam pasal 9 ayat 1.c perjanjian ini; 

e). Memotong dan menyetor Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan 

perpajakan yang berlaku, dari biaya kapitasi yang dibayarkan kepada 

Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal 6 perjanjian ini. 

2). Tanpa mengesampingkan kewajiban Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam 

pasal- pasal lain dari perjanjian ini, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk : 

a). Memberikan daftar nama peserta setiap terjadi perubahan 

b). Membayar biaya pelayanan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 

Pihak  Kedua atas peserta yang terdaftar pada Pihak Kedua yang 

pembayarannya berdasarkkan kapitasi; 

c). Menyediakan dan memberikana kepada Pihak Kedua, DPHO dan buku 

panduan/leaflet/petunjuk tata cara peserta untuk memperoleh hak atas 

pelayanan kesehatan dari Dokter Keluarga. 

 

b. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua 

1).  Tanpa mengesampingkan hak Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam pasal-

pasal lain dari perjanjian ini, maka Pihak Kedua berhak untuk : 

a). Menerima daftar nama peserta setiap terjadi perubahan 

b). Menerima pembayaran biaya dari Pihak Pertama atas pelayanan kesehatan 

yang diberikan oleh Pihak Kedua atas peserta yang terdaftar pada Pihak 

Kedua yang pembayarannya berdasarkan kapitasi; 
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c). Memperoleh DPHO dan ketentuan lain yang berlaku, buku 

panduan/leaflet/petunjuk tata acara peserta untuk memperoleh hak atas 

pelayanan kesehatan dari Dokter Keluarga; 

2). Tanpa mengesampingkan kewajiban Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam 

pasal-pasal lain dari perjanjian ini, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk : 

a). Melayani peserta dengan baik sesuai dengan standar dan prosedur 

pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pihak Pertana atau PT. Askes 

serta sesuaidengan kode etik kedokteran; 

b). Menunjuk pengganti dan memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila 

Pihak Kedua berhalangan praktek; 

c). Membuat dan menyampaikan kepada Pihak Pertama laporan bulanan yang 

mencakup pencatatan atas sejumlah kunjungan peserta dan rujukan yang 

diberikkan kepada peserta; 

d). Menjamin penulisan resep bagi peserta berpedoman pada DPHO dan 

ketentuan lain yang berlaku; 

e). Memberitahukan kepada Pihak Pertama dalam hal terjadi perubahan 

tempat praktek atau terhenti praktek; 

f). Menunjuk kartu status dan buku pelayanan peserta kepada Pihak Pertama, 

apabila diperlukan. 

 

Berdasarkan hak dan kewajiban di atas maka para pihak mempunyai masing-

masing mempunyai tanggung jawab terhadap peserta Askes dalam pelayanan 

kesehatan. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan 

salah satu pihak melakukan wanprestasi. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang 

dilakukan oleh Pihak Kedua terbukti secara nyata melakukan hal-hal yang tidak 
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sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Pihak Pertama berhak untuk 

menangguhkan pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesheatan yang telah 

diajukan oleh Pihak Kedua, sampai adanya penyelesaian yang dapat diterima oleh 

para pihak.  

 

3. Hubungan Hukum Pelayanan Kesehatan di Optik Modern Bandar 

Lampung  

 

 

Optik adalah Suatu pelayanan kesehatan yang berbentuk perusahaan yang 

bergerak di bidang usaha pokoknya penyediaan dan pelayanan kacamata. Salah 

satu pelayanan kacamata yang bekerjasama dengan PT. Askes (Persero) adalah 

Optik Modern Bandar Lampung. Perjanjian kerjasama ini telah disepakati oleh 

masing-masing kedua belah pihak yang bersangkutan. Ruang lingkup perjanjian 

ini meliputi pengadaan, penyediaan dan pelayanan kacamata kepada peserta 

Askes yang diselenggarakan oleh PT. Askes dengan memenuhi prosedur yang 

telah ditetapkan bahwa “Peserta yang memperoleh pelayanan kacamata 

sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini yakni peserta yang dirujuk oleh 

PPK Tingkat Pertama/Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdoel 

Moeloek untuk mendapatkan pemeriksaan mata oleh dokter spesialis mata dan 

pemberian resep kacamata sesuai hasil pemeriksaannya”. 

 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan (4) dalam Perjanjian Kerjasama  bahwa 

pelayanan kacamata yang diberikan adalah kacamata berukuran standard dengan 

spesifikasi sebagai berikut : 

a. Frame terbuat dari logam 

b. Lensa terbuat dari kaca atau plastik 
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Sedangkan syarat minimal bagi peserta untuk mendapatkan hak pelayanan 

kacamata adalah  

a. Untuk Lensa Spheris minimal +  0,5 D 

b. Untuk Lensa cylindris minimal + 0,25 D 

c. Ukuran tersebut harus jelas tertulis dalam resep dokter spesialis mata 

Hubungan hukum yang terjalin mengenai pelayanan kesehatan antara PT. Askes 

(Persero) Cabang Bandar Lampung dan Optik Modern Bandar Lampung karena 

adanya Hak dan Kewajiban antara kedua belah pihak yang menganut pada 

perjanjian yang telah dibuat secara bersama dan telah disepakati 

 

Menurut Perjanjian Kerjasama PT. Askes (Persero) Cabang Bandar Lampung dan 

Optik Modern Bandar Lampung, bahwa Pasal 4 tentang Hak dan Kewajiban Para 

Pihak, adapun hal tersebut adalah : 

 

a. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama  

1. Pihak Pertama berhak rasa puas atas pelayanan yang baik terhadap peserta 

2. Pihak Pertama berhak melakukan pengendalian serta turut mengawasi 

pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Pihak Kedua Kepada peserta 

khususnya dalam hal mutu pelayanan kacamata. 

3.  Pihak Pertama berhak Menegur Pihak Keuda yang dilandasi dengan itikad 

baik dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini. 

4. Pihak Pertama berkewajiban membayar biaya/sejumlah dana berdasarkan 

klaim/tagihan yang diajukan oleh Pihak Kedua yang telah memenuhi syarat 

untuk dibayar. 
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b. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua  

 

1. Pihak Kedua berhak memperoleh pembayaran atas tagihan sesuai dengan 

ketentuan yang dimaksud dalam perjanjian ini. 

2. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan kacamata untuk kebutuhan peserta 

Askes. 

3. Pihak Kedua berkewajian menyediakan dan sanggup menempatkan kacamata 

standard sesuai nilai ganti kacamata oleh Pihak Pertama. 

4. Pihak Kedua berkewajiban melayani peserta yang telah memenuhi prosedur 

dan kesepakatan harga yang telah ditetapkan. 

5. Pihak kedua berkewajiban mentaati prosedur yang telah ditetapkan dan 

berlaku di PT. Askes. 

 

Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan Optik terhadap peserta Askes 

atas dasar resep kacamata yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemberi Pelayanan 

Kesehatan yang mempunyai Dokter Spesialis mata pada Rumah Sakit Daerah 

Bandar Lampung.  

 

Apabila terjadinya perselisihan akibat penyelenggara perjanjian ini, maka kedua 

belah pihak sepakat melakukan sacara musyawarah untuk mufakat, namun apabila 

penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka Para Pihak sepakat memilih 

proses Arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) keputusan 

BANI merupakan keputusan final yang harus dipenuhi oleh para pihak. 
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4. Hubungan Hukum Pelayanan Kesehatan di Pelayanan Unit Tranfusi 

Darah (PUTD) PMI 

 

 

PT. Askes (Persero) sebagai Pihak Pertama menjalin kerjasama dengan Pelayanan 

Unit Tranfusi Darah (PUTD) PMI sebagai Pihak Kedua. Pelaksanaan pelayanan 

kesehatan di Pelayanan Unit Tranfusi Darah (PUTD) PMI berdasarkan perjanjian 

kerjasama yang didalamnya terdapat hubungan hukum yang timbul adanya hak 

dan kewajiban para pihak. Menurut Perjanjian Kerjasama PT. Askes (Persero) dan  

Pelayanan Unit Tranfusi Darah (PUTD) PMI Cabang Bandar Lampung dalam 

Pasal 2 tentang kewajiban pelayanan dinyatakan bahwa ”Pihak kedua 

berkewajiban untuk melayani kebutuhan darah bagi peserta Askes dirawat di 

Rumah Sakit Pemerintah dalam Wilayah Bandar Lampung dan Rumah Sakit 

Swasta yang ditunjuk dengan menyediakan darah yang cukup dan lengkap sesuai 

daftar harga yang telah ditetapkan bersama ”.  

 

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan pihak 

Pemberi Pelayanan Kesehatan wajib memberikan kebutuhan darah yang cukup 

bagi peserta Askes sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati. Menurut 

Perjanjian Kerjasama ini dalam Pasal 2 ayat (d) kebutuhan darah yang diberikan 

bagi peserta Askes adalah : 

1. Untuk Darah Lengkap (Whole Blood) 125 cc siap pakai sebesar Rp. 120.000,- 

per kantong darah yang telah siap. 

2. Untuk Komponen Darah (Komponen seluler dan non seluler) sebesar Rp. 

120.000,- per kantong darah. 
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Untuk melaksanakan kewajibannya dalam melayani peserta Askes dalam 

pelayanan kesehatan, maka peserta Askes harus memenuhi prosedur pelayanan 

yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama. Hubungan hukum yang 

dilaksanakan PT. Askes (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Pelayanan 

Kesehatan dan Pelayanan Unit Tranfusi Darah (PUTD) PMI sebagai Pemberi 

Pelayanan Kesehatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan 

perjanjian kersama yang telah disepakati. Selanjutnya apabila Pelayanan Unit 

Tranfusi Darah (PUTD) PMI sebagai Pihak Pemberi Pelayanan Kesehatan tidak 

melaksanakan kewajibannya maka perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan 

perjanjian ini akan diselesaikan secara musywarah dan mufakat oleh kedua belah 

pihak. 

 

B. Tanggung Jawab PT. Askes (Persero) dalam Pelakasanaan Pelayanan 

Kesehatan. 
 

1. Tanggung Jawab PT. Askes (Persero) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

Hi. Abdoel Moeloek Bandar Lampung  

 

 

Pelayanan kesehatan memiliki kendala yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum 

Daerah Bandar Lampung, kendala ini sering terjadi dikarenakan beberapa peserta 

Askes yang merasa lebih baik langsung berobat ke Rumah Sakit yang merupakan 

rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) dibandingkan ke rawat jalan tingkat pertama 

(RJTP), maka tingkat kunjungan pasien ke Rumah Sakit cukup tinggi. Oleh 

karena itu pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan berdasarkan 

perjanjian kerjasama yang disepakati oleh PT. Askes (Persero) dan pihak Rumah 

Sakit.  
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Bentuk tanggung jawab PT. Askes (Persero) dalam pelaksanaan perjanjian 

pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Hi. Abdoel Moeloek Bandar 

Lampung adalah dalam bentuk biaya pelayanan kesehatan yang wajib dibayarkan 

oleh PT. Askes (Persero) kepada pihak rumah sakit. Sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 6, Perjanjian Kerjasama PT. Askes (Persero) sebagai Pihak Pertama 

dan Pihak rumah sakit sebagai Pihak Kedua bahwa “biaya pelayanan kesehatan 

yang wajib dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua atas pelaksanaan 

kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada peserta, diberikan dengan 

sistem pembayaran berdasarkan kapitasi”. Disebutkan pula dalam perjanjian 

kerjasama tersebut bahwa Pihak Kedua tidak diperkenankan menarik biaya 

apapun terhadap peserta sepanjang pelayanan kesehatan yang diberikan masih 

tercakup dalam ruang lingkup serta memenuhi prosedur pelayanan kesehatan.  

 

Berdasarkan Pasal 8, Perjanjian Kerjasama PT. Askes (Persero) dan Rumah Sakit 

Umum Daerah Hi. Abdoel Moeloek Bandar Lampung tentang Pelayanan Obat 

bagi Perserta Askes, menegaskan bahwa : 

1. Pembayaran Biaya Pelayanan Obat bagi Peserta oleh Pihak Pertama kepada 

Pihak Kedua, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender 

terhitung sejak tanggal Pihak Pertama telah menerima secara lengkap tagihan 

yang diajukan oleh Pihak Kedua.  

2. Dalam hal Pihak Pertama belum dapat melakukan pembayaran dalam jangka 

waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini, maka tata cara pembayaran 

ditentukan sebagai berikut : 

a.  Sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah tagihan yang diajukan oleh 

Pihak Kedua wajib dibayar oleh Pihak Pertama sebagai pembayaran 
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pendahuluan/uang muka, dalam waktu 30 hari (tiga puluh hari) kalender 

terhitung sejak tanggal Pihak Pertama telah menerima secara lengkap 

tagihan yang diajukan oleh Pihak Kedua. 

b. Jika sampai dengan akhir bulan Pihak Pertama masih belum bisa 

menyelesaikan klaim, maka dapat diberikan tambahan uang muka 

pelayanan kesehatan sebesar 25% dari nilai kalim bulan pelayanan. 

c. Persyaratan Pihak Kedua untuk mendapatkan uang muka pelayanan 

kesehatan adalah telah menyelesaikan pertanggungjawaban uang muka 

sebelumnya dan masih berlakunya Perjanjian Kerjasama dengan PT. 

Askes (Persero) sampai dengan pemberian uang muka pelayanan 

kesehatan tersebut. 

 

Berdasarkan uraian di atas bahwa Pihak Pertama wajib membayar biaya 

pelayanan kesehatan terhadap pihak rumah sakit dengan waktu yang telah 

ditentukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Pihak 

Pertama telah menerima secara lengkap tagihan yang diajukan oleh Pihak Kedua. 

 

Apabila dalam hal Pihak Pertama melanggar ketentuan mengenai tata cara 

pembayaran, maka Pihak kedua berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini 

berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 butir b yang dinyatakan bahwa “Salah satu 

Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur 

dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk 

memperbaikinya setelah menerima teguran/peringatan baik lisan atau tertulis 

sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing teguran /peringatan 

minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secraa seketika 
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pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang 

dirugikan”.  

 

Dari uraian di atas, berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut bentuk tanggung 

jawab PT. Askes (Persero) dalam pelayanan kesehatan berupa semua jenis 

pelayan yang diberikan PT. Askes (Persero) sebagai Badan Penyelenggara 

Pelayanan Kesehatan dan dilaksanakan oleh Pemberi pelayanan kesehatan bahwa 

pelayanan kesehatan yang diberikan berdasarkan perjanjian kerjasama dan biaya 

pelayanan kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh PT. Askes (Persero) sebagai 

Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dan apabila 

Pihak Pertama belum dapat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan sanksi 

sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah tagihan yang diajukan oleh Rumah 

Sakit Umum Daerah Hi. Abdoel Moeloek Bandar Lampung sebagai Pihak Kedua. 

 

2. Tanggung Jawab PT. Askes (Persero) di BP Klinik Dokter Keluarga 

Pasar Tugu  
 

 

Dokter Keluarga merupakan pemberi pelayanan kesehatan Askes yang diharapkan 

dapat memberikan jaminan berobat dan pelayanan pertama bagi peserta Askes 

dalam sistem pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 

Dokter Keluarga berdasarkan prosedur pelayanan kesehatan perjanjian kerjasama 

PT. Askes (Persero) dan Dokter Keluarga. PT. Askes (Persero) sebagai Pihak 

Pertama bertanggungjawab penuh dalam biaya pelayanan kesehatan yang wajib 

dibayarkan kepada Dokter Keluarga sebagai Pihak Kedua. 
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Berdasarkan Pasal 6 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan, ditegaskan bahwa : 

1. Biaya pelayanan kesehatan yang wajib dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada 

Pihak Kedua atas pelaksanaan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua 

kepada peserta, diberikan dengan sistem pembayaran berdasarkan kapitasi. 

2. Kapitasi berlaku bagi peserta yang terdaftar pada Pihak kedua, dengan 

peritungan jumlah peserta dikalikan dengan besaran tarif per kapita per bulan, 

termasuk pajak penghasilan (PPH) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. 

3. Pihak Kedua tidak diperkenankan menarik biaya apapun terhadap peserta 

sepanjang pelayanan kesehatan yang diberikan masih tercakup dalam ruang 

lingkup serta memenuhi prosedur pelayanan kesehatan. 

 

Jika terjadi pada Pihak Kedua terbukti secara nyata melakukan hal-hal sebagai 

berikut : 

a. tidak melayani peserta dengan kewajiban sebagai Pemberi Pelayanan 

Kesehatan; 

b. tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai 

dengan haknya berdasarkan produk yang dipilihnya; 

c. memungut biaya tambahan kepada peserta, yang melanggar ketentuan 

sebagaimana diatur dalam perjanjian ini; 

 

Maka Pihak Pertama berhak untuk menangguhkan pembayaran atas tagihan biaya 

pelayanan kesehatan yang telah diajukan oleh Pihak Kedua sampai adanya 

penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak, kecuali adanya Forece Majeur 

maka Pihak Kedua wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak 
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Pertama mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan 

sebelumnya.   

 

Force Majuer yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah suatu 

keadaan yang terjadinya diluar kemampuan atau kekuasaan para pihak dan yang 

menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak melaksanakan atau terpaksa 

menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. Force Majeur meliputi 

bencana alam, banjir wabah, perang (yang dinyatakan atau dinyatakan) 

pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan 

pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian 

ini.  

 

Peristiwa Force Majeur dapat terhalangnya para pihak untuk melaksanakan 

kewajibannya tidak dituntut oleh pihak lainnya. Apabila peristiwa Force Majeur  

tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang 

mengalami Force Majeur akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

kalender maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu 

perjanjian ini. 

 

Berdasarkan uraian di atas bentuk tanggung jawab PT. Askes (Persero) dalam 

pelayanan kesehatan di Dokter keluarga berupa DPHO, pelayanan kesehatan 

penunjang, pelayanan rujuk balik dan berupa biaya pelayanan kesehatan yang 

wajib dilaksanakan oleh PT. Askes (Persero) sebagai Pihak Pertama kepada 

Dokter Keluarga sebagai Pihak Kedua yang pembayarannya berdasarkan kapitasi. 

Apabila dalam perjanjian kerjasama terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak 

Kedua, maka Pihak Pertama berhak mengenakan denda kepada Pihak Kedua 
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sebesar nilai tagihan biaya pelayanan kesehatan 3 (tiga) bulan terakhir yang sudah 

dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.  

 

3. Tanggung Jawab PT. Askes (Persero) di Optik Modern Bandar Lampung 

 

 

Optik Modern Bandar Lampung menjalin kerjasama dengan PT. Askes (Persero) 

dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap peserta Askes. Peserta Askes 

yang mendapatkan rujukan dari ahli dokter mata di Rumah Sakit mendapatkan 

jaminan kesehatan di Optik yang telah ditunjuk PT. Askes (Persero) sebagai pihak 

pemberi pelayanan kesehatan. 

 

Terjalinnya kerjasama tersebut timbul perjanjian yang telah disepakati bersama 

antara PT. Askes (Persero) sebagai Pihak Pertama dan Optik Modern Bandar 

Lampung sebagai Pihak Kedua. Berdasarkan Perjanjian kerjasama disebutkan 

bahwa masing-masing Pihak mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan 

berdasarkan ruang lingkup perjanjian.  

 

PT. Askes (Persero) mempunyai kewajiban dalam pelayanan kesehatan di Optik 

Modern Bandar Lampung. Berdasarkan perjanjian kerjasama kewajiban PT. 

Askes (Persero) adalah pembayaran biaya berdasarkan klaim yang diajukan oleh 

Pihak Kedua yang telah memenuhi syarat untuk dibayar.  

 

Berdasarkan perjanjian kerjasama, pembayaran oleh Pihak Pertama kepada Pihak 

Kedua dilaksanakan selambat-lambatnya 21 (duapuluh satu) hari kerja sejak 

tanggal penerimaan berkas tagihan yang memenuhi persyaratan oleh Pihak 

Pertama. Apabila dalam hal Pihak Pertama tidak melaksanakan kewajibannya 

sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, maka kepada 
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Pihak Pertama dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap 

harinya dari jumlah sisa tagihan berlaku sampai batas waktu Pihak Pertama 

melaksanakan kewajibannya.  

 

Pasa 5 dalam Perjanjian Kerjasama ditegaskan bahwa : 

1. Nilai ganti atas pelayanan kacamata lengkap bagi peserta Askes Sosial 

adalah Rp. 150.00,-(Seratus lima puluh ribu rupiah). Diberikan kepada 

peserta dan anggota keluarganya (istri/suami/anak). 

2. Besaran nilai ganti/plafon atas pelayanan kacamata yang diberikan 

dicantumkan pada persetujuan /legalisasi oleh petugas PT. Askes. 

3. Jumlah penggantian tersebut pada ayat 1 di atas untuk satu set kacamata 

yang terdiri dari frame dan lensa. 

4. Pihak Kedua tidak diperkenankan memungut biaya dengan alasan apapun 

atas pelayanan kacamata terhadap peserta, kecuali peserta menginginkan 

jenis kacamata lain di atas standard  yang ditetapkan menurut Pasal 2 ayat 

3 hal tersebut menjadi beban peserta. 

 

Dari uraian di atas, berdasarkan perjanjian kerjasama ditegaskan bahwa bentuk 

tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Askes (Persero) sebagai Pihak Pertama 

adalah penyediaan pelayanan kacamata yang diberikan oleh Optik Modern 

sebagai Pihak Kedua. Apabila dalam hal Pihak Pertama tidak melaksanakan 

kewajibannya, maka kepada Pertama dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1 % 

(persen) setiap harinya dari jumlah sisa tagihan berlaku sampai batas waktu Pihak 

Pertama melaksanakan kewajibannya dan apabila dalam hal Pihak kedua 

diketahui melakukan pungutan biaya tambahan kepada peserta atas biaya 
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kacamata yang diambilnya sesuai standard yang diatur dalam pasal 2 ayat 3 

dengan adanya keluhan peserta maka Pihak Kedua dikenakan sanksi berupa 

penangguhan pembayaran atas tagihan klaim yang diajukan sampai batas waktu 

yang ditentukan dan Pihak Kedua mengakui kesalahannya dengan dibuktikan 

permintaan maaf dan akan mengembalikan biaya tambahan tersebut. 

 

4. Tanggung Jawab PT. Askes (Persero) di Pelayanan Unit Transfusi Darah 

(PTUD) PMI Cabang Bandar Lampung 

 

 

Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan Pelayanan Unit Tranfusi Darah 

(PUTD) PMI merupakan suatu bentuk tanggung jawab PT. Askes (Persero) 

terhadap peserta Askes dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh Pelayanan Unit Tranfusi Darah (PUTD) PMI berkewajiban untuk 

melayani kebutuhan darah bagi peserta Askes yang dirawat di Rumah Sakit 

Pemerintah dalam wilayah Bandar Lampung dan Rumah Sakit Swasta yang 

ditunjuk dengan menyediakan darah yang cukup dan lengkap sesuai dengan harga 

yang telah ditetapkan bersama.  

 

Kebutuhan darah yang wajib diberikan oleh Pelayanan Unit Transfusi Darah 

(PTUD) PMI kepada peserta Askes adalah : 

1. Untuk Darah Lengkap ( Whole Blood) 125 cc siap pakai sebesar RP. 

120.000,- per kantong darah yang telah siap. 

2. Untuk Komponen Darah (komponen seluler dan non seluler) sebesar Rp. 

120.000,- per kantong darah. 

 

Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pelayanan Unit Tranfusi Darah 

(PUTD) PMI merupakan salah satu bentuk tanggung jawab PT. Askes (Persero) 
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terhadap peserta Askes berupa kebutuhan darah yang wajib diberikan kepada 

peserta Askes. Kebutuhan darah yang diberikan kepada peserta Askes yang telah 

dicantumkan berdasarkan perjanjian kerjasama. 

  

PT. Askes (Persero) sebagai Pihak Pertama berkewajiban segera melunasi tagihan 

kepada PMI Cabang Bandar Lampung sebagai Pihak Kedua tiap bulannya dan 

untuk meningkatkan mutu pelayanan darah yang diberikan oleh PMI Cabang 

Bandar Lampung kepada peserta Askes. Selain berupa kebutuhan darah yang 

diberikan kepada peserta Askes oleh pihak pemberi pelayanan kesehatan, bentuk 

tanggung jawab lainnya berupa biaya pelayanan kesehatan wajib dilaksanakan 

oleh PT. Askes (Persero) sebagai Pihak Pertama kepada Pihak pemberi pelayanan 

kesehatan sebagai Pihak Kedua. Apabila kewajiban tersebut sudah dilaksanakan 

oleh PT. Askes (Persero) sebagai Pihak Pertama terhadap Pemberi Pelayanan 

Kesehatan, maka tanggung jawab PT. Askes (Persero) sebagai Badan 

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan sudah terpenuhi berdasarkan isi Perjanjian 

Kerjasama.  

 

Berdasarkan uraian di atas bahwa tanggung jawab PT. Askes (Persero) dalam 

perjanjian pelayanan kesehatan merupakan pelakasanaan Program Asuransi 

Kesehatan bagi peserta Akses. PT. Askes (Persero) sebagai Pihak Pertama 

berkewajiban untuk melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan. PT. Askes 

(Persero) sudah memenuhi tanggung jawabnya sebagai Pihak Pertama 

berdasarkan isi Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati bersama. Hal ini 

dibuktikan dalam pelaksanaanya, PT. Askes (Persero) bertanggung jawab apabila 

adanya kelalaian atau keterlambatan dalam pembayaran biaya pelayanan 
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kesehatan dengan sesuai yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama. 

Apabila PT. Askes (Persero) telah lalai dalam pembayaran dengan waktu yang 

telah ditentukan, maka PT. Askes (Persero) akan mengganti kerugian 50% dari 

jumlah kerugian dalam waktu yang telah ditentukan dan apabila PT. Askes 

(Persero) belum bisa membayar biaya pelayanan kesehatan maka Pihak Kedua 

berhak untuk mengakhiri perjanjian.  

 

Pemberi Pelayanan Kesehatan telah melaksanakan kewajibannya kepada peserta 

Askes dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberi Pelayanan 

Kesehatan sebagai Pihak Kedua dalam melaksanakan kewajibannya untuk 

memberikan pelayanan terhadap peserta Askes dapat dikatakan cukup baik 

berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh Pihak pemberi pelayanan kesehatan 

kepada peserta Askes. Tanggung jawab PT. Askes (Persero) sebagai Badan 

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan 

yang lebih baik dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. 

 

Tanggung jawab PT. Askes (Persero) yang telah dilaksanakan berdasarkan isi 

Perjanjian Kerjasama. Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat karena adanya 

kesepakatan bersama yang dilakukan kedua belah pihak. Jadi tangung jawab PT. 

Askes (Persero) dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah 

disepakati. 

 

 

 

 


	PT. Askes (Persero) mempunyai dasar penyelenggaraan sebagai Badan Penyelenggara Pelayanan Kesehatan yang mengacu pada:
	a.   UUD 1945
	b.   UU No. 23/1992 tentang Kesehatan
	c.   UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
	d.  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 56/MENKES/SK/I/2005,

